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KEPUTUSAN .
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR: | /DIKBUD/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA
SATUAN PAUD SEJENIS DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

Membaca . 1. Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Nomor : 503/408/DPMPTSP-TU/IX/2021 Tanggal 06 September 2021
Tentang Pemberitahuan, tentang Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan
Kebudayaan,;
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2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, t:_lan‘TEknnlpgi Nomor :
26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Tentang pemberi Izin Pendirian Satuan
Pendidikan;

3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Satuan PAUD dan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Kabupaten Merangin.

Menimbang . 1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dln_i (PAUD)
dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam Iampirarj surat
Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan

harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;

2. Bahwa untuk legalitas keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
sebagaimana tersebut pada diktum Pertama perlu citetapkan dengan surat
Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan
diperpanjang setiap 2 tahun;

Mengingat . 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak
mendapat Pendidikan; |

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tembe,-i{abupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaiman telah
diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 81
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
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